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DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946, tentang pengadilan militer dibentuk secara
terpisah dari peradilan umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum DisiplinMiliter

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Peradilan Militer (UUPM)

Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDPM)

Peraturan Disiplin Militer (PDM)

Peraturan Pemerintah
Peraturan Bersama Nomor 01/Pb/Ma/lll/2014 tentang penanganan pecandu

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitas
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Peraturan Menteri
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES) Nomor
996/MENKES/SK/VI11/2002 Sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan

ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza).

Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 mengenai
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, serta Pecandu
Narkotika ke pada Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 pada Rapat pleno
Kamar Militer Mahkamah agung dihasilkan rumusan hukum tentang
penjatuhan pidana pemecatan terhadap prajurit telah Pensiun atau memasuki

Masa Persiapan Pensiun (MPP).
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